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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintah adalah menciptakan regulasi 

pelayanan umum pengembangan sumber daya   produktif, menciptakan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat 

persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan 

keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang 

dan mengembangakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait dengan hal 

tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memiliki peran yang 

penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah khususnya bidang 

Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan ujung tombak  pelayanan dan 

pembinaan. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan 

ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kota Medan. Operasionalisasi pelaksanaan dari 

tugas pokok dan wewenang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan tersebut 

secara teknis diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2023 tentang 

rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Mengacu 

kepada Peraturan Wali Kota tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai 

kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan melaksanakan tugas dari Wali 

Kota, juga menyelenggarakan  tugas  umum Pemerintahan yang meliputi : 

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; 

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan 

dan kearsipan; 

d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-

undangan; dan 
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
Proses Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Sesuai 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

  Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :  

1. Persiapan Penyusunan, meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan 

Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah 

(b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) Penyusunan agenda 

kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan 

informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.  

2. Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat 

Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil 

Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat 

Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil 

evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.  

3. Penyusunan Rancangan, Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah 

merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan 

Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut 

dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat 

Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD  

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum 

Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala 

Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kota Medan dan 

dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk 
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memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, 

program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja 

Perangkat Daerah.  

5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses 

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir 

Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan 

rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam 

program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan 

program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang 

RKPD.  

6. Penetapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan 

menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah 

diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk 

ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan 

Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA 

Perangkat Daerah.  

Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut diatas Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Medan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahunan yang 

merupakan turunan dari dokumen perencanaan jangka panjang yaitu Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Menengah (RPJM) Daerah.  

Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin 

terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 

5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi 

dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Perubahan Perangkat 

Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan 

melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024. 
 

1.2. Landasan Hukum 

 
Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kota Medan tahun 2024 antara lain : 
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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 
26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat 
Daerah Kota Medan; 

22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;  

23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Mengenah Daerah Kota Medan Tahun 2021 – 2026 

24. Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan; 

 
1.3. Maksud dan Tujuan 

 

Maksud disusunnya perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Medan tahun 2024  adalah memperbaiki arah penyelenggaran pemerintahan, 

Pembangunan dan pembinaan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi 

prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis perpustakaan dan kearsipan 

di wilayah Kota Medan guna memperbaiki rencana kerja satu tahun ke depan yang 

diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Medan maupun oleh semua lapisan masyarakat 

sehingga hasil- hasil pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan berjalan 

dengan baik. 

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kota Medan tahun 2024 adalah : 

a. Sebagai input dalam rangka perbaikan rencana kerja yang telah disusun satu 

tahun sebelumnya terhadap pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan 

yang telah berjalan dan proyeksi selanjutnya untuk satu tahun kedepan; 

b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar 

pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan; 

c. Membuat acuan perubahan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, 

Strategis. Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. 
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1.4. Sistimatika Penulisan 
 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

   1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

  
BAB II 

 
: 

 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 

BERKENAAN 

   2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2024 

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 
 
 

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

BAB IV. 

 

: 

 

P E N U T U P 
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BAB II 

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 
BERKENAAN (2024) 

 

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 

Pelaksanaan program dan kerja sampai dengan Triwulan II pada Tahun 2024  antara 

lain : 

 

1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 

1.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2.1.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2.1.1.1.2  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

1.1.1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1.1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1.1.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

1.1.1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

1.1.1.4      Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.1.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

1.1.1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

1.1.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

1.1.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.1.1.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 

1.1.1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.1.1.4.7 Dukungan Pelaksanaan Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada  

       SKPD 

1.1.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.1.1.5.1 Pengadaan Mebel 

1.1.1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
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1.1.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.1.1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

1.1.1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 1.1.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

1.1.1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

1.1.1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

1.1.1.7.3 Pemeliharaan Mebel 

1.1.1.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

1.1.1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

1.1.1.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan 
II, untuk realisasi keuangan sebesar 40,86%  dan realisasi kinerja sebesar 51,86 %. 

 

2.1.1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 

2.1.1.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2.1.1.1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 

2.1.1.1.2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2.1.1.1.3 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

2.1.1.1.4 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh 
Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 

2.1.1.1.5 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2.1.1.1.6 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

2.1.1.1.7 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

2.1.1.1.8 Pengembangan Bahan Pustaka  

2.1.1.1.9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 

2.1.1.1.10 Penyusunan Data dan informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan  

Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
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2.1.1.2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2.1.1.2.1 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan  

Pendidikan Khusus serta Masyarakat 

2.1.1.2.2 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 

2.1.1.2.3 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 

2.1.1.2.4 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

Program Pembinaan Perpustakaan sampai dengan Triwulan II, untuk 
realisasi keuangan sebesar 6,32 %  dan realisasi kinerja sebesar 13,97 %. 

 
 

3.1.1 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 

3.1.1.1 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 

3.1.1.1.1 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang 
dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sampai dengan 

Triwulan II, untuk realisasi keuangan sebesar 0 %  dan realisasi kinerja sebesar 

25,4%.  

 

4.1.1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 

4.1.1.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 

4.1.1.1.1 Penciptakan dan Penggunakan Arsip Dinamis 

4.1.1.1.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 

4.1.1.1.3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 

4.1.1.2 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat 
Kabupaten/Daerah 

4.1.1.2.1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota melalui JIKN 

Program Pengelolaan Arsip sampai dengan Triwulan II, untuk realisasi 
keuangan sebesar 0%  dan realisasi kinerja sebesar 21,8%. 

 

5.1.1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 

5.1.1.1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 

5.1.1.1.1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki 
Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 

5.1.1.1.2 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 
(sepuluh) Tahun 
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5.1.1.2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala 
Kabupaten/Kota 

5.1.1.2.1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 

 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sampai dengan Triwulan 

II, untuk realisasi keuangan sebesar 0%  dan realisasi kinerja sebesar 14,91 %. 

6.1.1 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 

6.1.1.1 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di 
Kabupaten/Kota 

6.1.1.1.1 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 

Program Perizinan Penggunaan Arsip sampai dengan Triwulan II, untuk 

realisasi keuangan sebesar 0%  dan realisasi kinerja sebesar 17,35 %. 
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Kinerja pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dapat dilihat 

dari beberapa indikator kinerja : 

1. Rasio  koleksi perpustakaan per satuan penduduk; 

2. Rasio perpustakaan per seribu penduduk; 

3. Nilai Audit Sistem Eksternal ( ASKE ) 

4. Persentase dokumen/arsip yang dikelola dengan baik. 

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 

Medan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang 

dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, 

baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, 

yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada 

gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain : 

Lingkungan Internal 
 

Kekuatan: 

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas 

2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Dinas 

3. Adanya alokasi anggaran  

4. Kewenangan koordinasi  

5. Adanya sarana dan prasarana 
 

 

Kelemahan: 

1. Kualitas SDM yang belum memadai 

2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Dinas yang diakibatkan 

belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin 

dicapai 

3. Belum optimalnya data-data kondisi budaya baca dan tertib arsip yang 

menjadi bahan  analisis dalam perumusan perencanaan. 

Lingkungan Eksternal 
 

Peluang 

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan 

akuntabilitas pemerintahan. 

2. Komitmen Wali kota dalam pemberdayaan masyarakat dan institusi pencipta arsip 

dan peningkatan kualitas prasarana dan pelayanan publik Perpustakaan dan 
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Kearsipan. 

3. Keterkaitan institusional (koordinatif) di  wilayah Pemerintah Kota Medan  

4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas 

5. Diklat peningkatan kualitas aparatur 
 

Ancaman 

1. Kebijakan instansi teknis yang masih belum terpenuhi untuk mendukung pembinaan 
minat baca dan tata kelola arsip 

2. Kecenderungan masyarakat dan institusi pencipta arsip untuk mengabaikan 

peraturan dan kewajiban p e r p u s t a k a a n  d a n  k e a r s i p a n  

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 
 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Kota Medan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut : 

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya 

ketersediaan dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang 

Perpustakaan dan Kearsipan serta perbandingan SDM dan beban kerja yang 

kurang proporsional; 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. Kurangnya 

ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 

perpustakaan dan kearsipan; 

3. Belum optimalnya penerapan sistem pengelolaan perpustakaan dan kearsipan 

sesuai standard; 

4. Kurangnya Sosialisasi terhadap UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan dan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

5. Masih kurangnya budaya baca masyarakat dan rendahnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya arsip; 

6. Meningkatkan layanan dan jaringan Perpustakaan dan kearsipan serta 

keseluruh wilayah jangkauan kota Medan; 

7. Perlu meningkatkan dukungan stakeholder, masyarakat dan aparat pemerintah 

dan swasta untuk pembangunan Perpustakaan Kelurahan/Kecamatan/Rumah 

Ibadah/Perpustakaan Khusus dan perpustakaan masyarakat; 

8. Optimalisasi pemanfaatan fungsi perpustakaan dan arsip oleh masyarakat. 

 

Isu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayan publik yang menjadi 

fokus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan memiliki keterkaitan yang erat 



 

R e n c a n a  K e r j a  P e r u b a h a n  
D i n a s  P e r p u s t a k a a n  d a n  K e a r s i p a n  K o t a  M e d a n  T . A .  2 0 2 4   

25 

dengan visi dan misi kepala daerah. Berdasarkan RPJMD Kota Medan bahwa visi 

pembangunan daerah Kota Medan untuk tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya 

Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”. Kemudian visi tersebut 

dijabarkan lebih lanjut melalui 6 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut: 

1) Medan Berkah, Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota Yang Berkah dengan 

Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan Sebagai Kota 

Layak Huni Juga Berkualitas Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat; 

2) Medan Maju, Memajukan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Revitalisasi 

Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern dan Terjangkau Oleh Semua; 

3) Medan Bersih, Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang 

Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani 

Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata; 

4) Medan Membangun, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung 

peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar 

Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan 

Kualitas SDM; 

5) Medan Kondusif, Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap 

Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis 

Partisipasi Masyarakat; 

6) Medan Inovatif, Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan 

Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan 

Sosial Budaya; dan 

7) Medan Beridentitas, Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, Harmonis, Toleran 

dalam Kemajemukan Demokratis dan Cinta Tanah Air. 

Dari paparan di atas terlihat bahwa isu peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan pelayanan publik termaktub dalam misi yang ke-1 (satu), ke-2 (dua) dan 

yang ke-5 (lima). Tentunya dengan menyelesaikan persoalan yang terkait dengan isu 

ini diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian visi dan misi 

kepala daerah. 

Disamping itu juga fokus isu ini diharapkan dapat memberikan dampak 

terhadap keberhasilan capaian program nasional dan internasional sebagaimana yang 

termuat dalam Penyusunan Rencana Aksi SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

(SDGs) bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam SDGs adalah Quality 

Education (pendidikan yang bermutu dan berkualitas). Quality Education dalam 
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berbagai literatur disebutkan mempunyai korelasi yang cukup erat dengan kualitas 

sumber daya manusia dan pelayanan publik dalam bidang pendidikan sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar yang relevan untuk diangkat dalam Renja Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kota Medan 

Adapun tantangan dan peluang yang merupakan faktor eksternal dalam 

penyelenggarakan tugas dan fungsi penyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan pada bidang Perpustakaan antara lain adanya standar 

nasional perpustakaan sebuah kabupaten/kota harus memiliki jumlah (judul) koleksi 

perpustakaan sekurang-kurangnya 0,025 per kapita jumlah penduduk di wilayah 

kabupaten yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut: 

Pada tahun 2024 semester I jumlah penduduk Kota Medan sejumlah 2.410.389 

orang sehingga seharusnya jumlah (judul) koleksi perpustakaan yang ada pada 

perpustakaan daerah di bawah pengelolaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

berjumlah 63.260 judul dengan penambahan koleksi 2.500 judul pertahun. Kondisi 

saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan baru mempunyai 37.202 Judul dan 

menambah koleksi rata-rata 810 judul pertahun sehingga untuk mencapai standar 

yang telah ditetapkan secara nasional perlu menjadi prioritas dari perencanaan 

program dan kegiatan ke depannya. 

Sedangkan dalam bidang Kearsipan antara lain masih sedikitnya Organisasi 

Perangkat Daerah, Swata dan Masyarakat yang tidak sadar pentingnya arsip sehingga 

menjadi tantangan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan untuk terus 

memberikan pembinaan dan bimbingan bahwa menurut surat Kepala ANRI bahwa 

kewajiban untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis di Instansi masing-masing 

pencipta arsip dan dapat menganggarkan untuk penyelenggaraan kearsipannya 

sendiri. Menurut Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan 

nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Program dan Kegiatan dalam perubahan Renja 
 

NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintah 

-Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 
 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

-Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

 

-Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 

 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 
 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 
 Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 
SKPD 
 

-Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 
 

 Pengadaan Mebel 
 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

-Penyediaan Jasa Penunjang urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor 
 

-Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

 

Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintahan 
Daerah 
 
-Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
 Terselenggaranya Forum OPD 

 
 

-Terselenggaranya Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
 Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
 

-Terselenggaranya Administrasi Umum 

Perangkat Daerah yang Efektif 
 

 Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 Tersedianya Alat Kebersihan kantor 
 Tersedianya Bahan Logistik Kantor (ATK) 

 

 Tersedianya Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

 Terlaksanany Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 
SKPD 

 

-Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 
 

 Tersedianya Pengadaan Mebel Kantor 
 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

- Tersedianya Jasa Penunjang urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik  

 Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor 
 

- Terpeliharanya Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
 Terpeliharanya Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 
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2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pemeliharan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

 
 

Program Pembinaan Perpustakaan 

- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota-Pengadaan Perlengkapan 
Gedung Kantor 

 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

 Pengembangan Layanan Perpustakaan 
Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 
 
 

- Pembudayaan Gemar Membaca 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Terpeliharanya Pemeliharan Peralatan dan 
Mesin Kantor 

 Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 
 
 

Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan 
 

-Terkelolanya Perpustakaan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan 
di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

 Terlaksanaya Pengembangan Layanan 
Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

-Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca 

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 

 Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

merupakan suatu upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dalam mewujudkan 

visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi  dan misi Wali Kota 

Medan. 

Perencanaan ini dibuat secara partisifatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin 

dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan ini bersifat makro dalam rangka mendukung 

pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Wali Kota Medan secara keseluruhan. 

Rencana Kerja tahunan merupakan implementasi dan operasionalisasi dari program dan 

kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang berkontribusi dalam mencapai tujuan strategis jangka 

menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis PD. Rencana kerja Perubahan dibuat 

berdasarkan visi dan misi organisasi guna mencapai target kinerja program dan kegiatan PD. 

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024 juga bertujuan 

sebagai pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota 

Medan selama Tahun Anggaran 2024, serta sebagai alat pengukur pencapaian kinerja 

organisasi yang akan dilaksanakan oleh tim, individu, dan institusi organisasi dalam jangka 

waktu satu tahun ke depan.  

Dengan adanya RENJA Perubahan ini, diharapkan pelaksanaan anggaran dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kota Medan, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat 

berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan Kota Medan. 

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan 

memperbaiki renja di awal tahun maka dilaksanakan Perubahan rencana Kerja (Renja) tahun 

2024 tahun berjalan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini : 

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat 

mengikat dan konsekwensinya dapat dipertanggungjawabkan; 

2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis dan rencana kerja kesemua pihak yang 

terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komintmen dan motivasi 

seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini 

penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra dan Renja ini dan untuk 
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